
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 69 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAAN BERBASIS ELEKTRONIK 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintaha yang 
bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan 
publik yang berkualitas dan terpercaya diperluka n sistem 
pemerintahan berbasis elektronik; 

b . bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Ka upaten 
Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Kedua atas Peratu ran Daerah Kabu paten T s ikmalaya 
Nomor 7 Tahun 20 16 tentang Pemben tu kan dan Susunan 
Perangkat Daerah serta perkembangan huku m dan 
kebutuhan, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan 
Bupa ti Ta sikmalaya Nom or 5 1 Tahun 2020 ten ta ng Tata 
Kelola Sis tem Pemerin tahan Berbas is Elektronik, 
ebaga im a n a te ah diu ba h dengan Pera turan Bupati 

Tasikmalaya Nom or 27 Tahun 202 1 ten tang Perubahan 
a ta s Peraturan Bupati Tasikmalaya omor 5 1 Tahun 2020 
tentang Tata Kelola Sistem Pem erintahan Berbasis 
Elektronik ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Sistem 
Pemerintahan Berba sis Elektronik. 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950) , sebagaimana telah diubah d engan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
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Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nornor 
31, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2008 tentang Inforrnasi 
dan Transaksi Elektronik (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nornor 58, Tambah an Lernbaran 
Negara Repu blik Indonesia Nornor 4843) sebagairnana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 19 Tahun 
2016 tentang Peru bahan atas Undang-Undang Nornor 11 
Tah un 2008 tentang Inforrnasi dan Transaksi Elek tron ik 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 
251, Tambahan Lem baran Negara Republik Indon esia 
Nornor 5952); 

3. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2008 
Keterbukaan Informa si Publik (Lernbaran Negara 

ten tang 
epublik 

Indonesia Tahun 2008 Nornor 61 , Tarnbahan Lern aran 
Negara Republik Indon esia Nornor 4846) ; 

4 . Undang-Undang Nornor 2 3 Tahun 201 4 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
In donesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana 
telah diu bah beberapa kali, terakhir dengan U dang­
Undang Nornor 1 Tahu n 2022 tentang Hu bungan 
Keuanga n antara Pernerintah Pusat dan Pernerin tahan 
Daerah (Lernbaran Negara Repu blik In donesia Tahu n 2022 
Nornor 4 , Tambah an Lernbaran Negara Republik In donesia 
Nornor 67 57); 

5. Pera turan Pernerin tah Nornor 61 tahun 20 10 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2008 
ten tang Keterbu kaan Informasi Publik (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tabu n 20 10 Nom or 99, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Noornor 5149); 

6. Peraturan Pernerintah Nornor 71 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Sis tern dan Transaksi Elektronik 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 
185, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 6400); 

7 . Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 182); 

8 . Peraturan Presiden Nornor 39 Tahun 2019 tentang Satu 
Data Indonesia (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 112); 
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9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 
Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi 
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 209); 

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem 
Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321J; 

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan In formatika Nomor 
4 Tahun 2016 ten tang Sistem Keamanan Informasi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nom or 551); 

12. Peraturan Men teri pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokra s i Nomor 19 Tahun 2018 tentang 
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerin tah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nom or 
411); 

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika m r 8 
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Kon kuren Bidang Komunika i dan 
Informatika (Be rita Negara Republik Indonesia Tahun 
20 19 Nomor 1026); 

14. Peraturan Menter i Pen dayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Manajem en Risiko Sistem Pemerin tahan 
Berbasis Elektronik (Berita Negara Repu blik In donesia 
Tahun 2020 Nomor 2 61); 

15. Peratu ran Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 
202 0 ten tang Sistem Pengamanan Dalam Penyelen ggaraan 
Sis tem Elek tronik (Berita Negara Republik I donesia 
Tahun 2020 Nomor 1375); 

16. Peraturan Menteri Perencanaan Pem bangun an/Kepala 
Ba dan Perencanaan Pembangunan Nas ion al Nomor 
16 Tahu n 2020 ten tang Manajemen Data Sistem 
Pemerintaha n Berbasis Elektron ik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573J; 

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang 
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 994); 

18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 
Tahun 2020 ten tang Manajemen Data Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Be rita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573); 
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19. Peraturan Daerah Kabupaten 
1 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Hukum Daerah (Lembaran 
Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1); 

Tasikmalaya N omor 
Pembentukan Produk 
Daerah Kabupaten 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 
3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3 ); 

2 1. Peratu ran Daera h Ka bupaten Tasikmalaya Nomor 
7 Tahu n 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangka t Daerah (Lembaran Daerah Ka bupaten 
Tasikmalaya Tahu n 2016 Nomor 7) sebagaimana telah 
d iubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Da erah 
Kabupaten Ta s ikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 te tang 
Perubahan Kedua a tas Peraturan Daerah Kab pa ten 
Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemb ntc kan 
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Da erah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahu n 2021 Nom or 3); 

22. Peraturan Bu pati Tasikmalaya Nomor 119 Tah n 2021 
ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tuga s dan 
Fungsi Perangka t Daerah (Berita Daerah Kabu paten 
Tasikmalaya Tahu n 2 021 Nomor 119); 

23. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 26 Tahu n 2022 
tentang Tugas dan Fungsi Din as Perh b ngan, 
Komunika si dan In formatika (Berita Da erah Kabu paten 
Ta sikmalaya Tahu n 2022 Nomor 26). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN 
SISTEM PEMERINTAHAAN BERBASIS ELEKTRONIK 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ta sikmalaya. 
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang m enjadi kewen angan Daerah . 

5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE 
adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi 
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informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna 
SPBE. 

6. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya 
pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalanl penerapan SPBE secara 
terpadu. 

7. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan 
SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE 
yang berkualitas. 

8. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa 
fungsi aplika si SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. 

9. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi 
proses bis nis , da ta dan inform a si, infras truktu r SPBE, aplikasi SPBE, dan 
keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegras ·. 

10. Peta Rencana SPBE adalah dokum en yang mendeskripsikan arah d n 
langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegras. 

11 . Peta encana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SP E yang 
diterapkan di pemerintah daerah. 

12. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan aling 
terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pem erintah 
daerah masing-masing. 

13. Infra struktur SPBE adalah sem u a perangkat keras, perangkat lun ak, dan 
fasilitas yang menja di penunjang u tama untuk m enjalankan istem, 
aplika si, komunikasi data, pengolahan dan penyimpana n da a, perangkat 
integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya . 

14. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yan g terpadu dalam 
SPBE . 

15. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah segala kegia tan yang terkait 
dengan pemrosesan, manipulasi, pen gelola an, pemindahan inform a si antar 
media yang menggunakan media elek t ronik. 

16. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah sarana dan 
prasarana penunjang pelaksanaan SPBE antara lain media transmisi 
jaringan komun ikasi yang di kelola oleh Pemerin tah Daerah, perangkat 
pengelolaan Da ta seperti server, personal computer, laptop da n sejenisnya , 
media penyimpanan Data, ruangan yang didalamnya terdapat perangkat 
Teknologi Informasi dan Kom unikasi, dan perangkat pengamanan yang 
digunakan untuk mengamankan sumber daya Teknologi Informasi dan 
Komunikasi. 

17. Integrasi adalah proses mengh ubungkan aplikasi dengan tujuan 
menyederhanakan dan mengotomatisasi proses bisnis. 

18. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau 
lebih untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah 
dipertukarkan. 

19. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari 
akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, penggangguan, a tau 
penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang. 

20. Evaluasi adalah proses pemeriksaan terhadap sistem, proses, program, dan 
produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan, dan 
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kesesuaian dengan standar yang berlaku atas permintaan Perangkat 
Daerah. 

21. Tim koordinasi adalah tim yang dibentuk untuk melakukan koordinasi 
penerapan dan kebijakan SPBE. 

22. Asesor adalah seseorang yang melakukan penilaian atas penerapan SPBE. 
23. Tim Asesor Internal adalah sekelompok Asesor yang terdiri dari 

pejabatjpegawai di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan 
penilaian mandiri atas penerapan SPBE. 

24. Aplikasi SPBE adalah satu a tau sekumpulan program komputer dan 
prosedur yan g dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan 
SPBE. 

25. Aplikasi Umum adalah Aplikas i SPBE yang sama, s ta ndar, dan d igunakan 
secara bagi pakai oleh Pemerintah Daerah. 

26. p likasi Khusus a dalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangk n , 
digun akan, dan dikelola oleh pem erin tah daerah tertentu untuk mem en uhi 
k butuhan khusus yang bukan k ebu tuhan instansi pusat dan pem erintah 
da rah lain. 

27. Repositori adalah fasilitas untuk m enyimpan informasi elektronik ecara 
te u sat, seperti dokumen elektron ik, perangkat lunak, kode sumber , dan 
ped man dengan tujuan untuk m emudahkan penyimpanan, pengaksesan, 
pem eliharaan, dan pendistribusian. 

28. Dat adalah catatan a tas kum pulan fakta atau deskripsi berupa angka, 
karakter , symbol, gambar, peta, tanda. Isyara t , tulisan, suara dan/atau 
bunyi, yang m erepresen tasikan k ea daan sebenarnya atau menu njukkan 
suatu ide, objek , kondisi atau situasi. 

29. Data Referensi adalah komponen yang m endeskripsikan substa n si Data 
yang berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai Data, 
serta m engin tegras ikannya dengan d omain arsitektur SPBE yang lain. 

30. Data Indu k adalah Data yang mempresen tasikan obj ek dalam proses bisnis 
pemerintah sesu ai dengan Peraturan Bupati Ta sikmalaya ten tang Satu 
Data Ta sikmalaya 

31. Manajem en Da ta adalah proses pen gelolaan Data m en cakup perencanaan, 
pengumpu lan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara 
efektif dan efisien sehingga diperoleh Data yang a kurat, mutakhir dan 
terin tegrasi. 

32 . Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis Data 
yang dikumpulkan, disimpan, dikelola dan diintegrasikan dalam SPBE. 

33. Wali Data adalah Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk 
me1aksanakan urusan statistik yang bertugas melakukan kegiatan 
pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh 
produsen Data, serta menyebarluaskan Data. 

34. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis 
untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset 
teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan 
tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan 
kriteria danl atau standar yang telah ditetapkan. 
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BAB II 
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK 

Pasal2 

(1) Penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur­
unsur SPBE secara terpadu. 

(2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Rencana Induk SPBE; 
b. Arsitektur SPBE; 
c. Peta Ren cana SPBE; 
d. Rencana dan Anggaran SPBE; 
e. Proses Bisnis; 
f. da ta dan informasi; 
g. Infrastruktur SPBE; 

plikasi SPBE; 
1. eamanan SPBE; dan 
j. L yanan SPBE. 

Bagian Kesatu 
Rencana Induk Sistem Pem erintaha n Berbasis Elektronik 

Pas al3 

(1) Rencan a Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf a 
bertujuan untuk memberikan pedoman dalam mencapai SPBE yang 
terpa du dan berkesinambungan. 

(2) Rencana Induk SPBE sebagaimana d imaksud pa da ayat (1) melipu ti : 
a. visi, misi, tujuan, dan s a saran SPBE; 
b. a rah kebijakan SPBE; 
c. s trategi SPBE; 
d. a r sitek tu r SPBE; dan 
e. peta rencana strategis SPBE. 

(3) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pa da ayat (2) disusun 
berdasarkan Rencana Induk SPBE Nasional, Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, dan Grand Design Reformasi Birokra si. 

(4) Penyusunan Rencana In duk SPBE sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) 
dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang komun ikasi dan informatika. 

(5) Rencana Induk SPBE dapat dilakukan reviu setiap 1 (satu) tahun sekali 
atau sewaktu-waktu berdasarkan: 
a. hasH pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE; 

dan/atau 
b. perubahan kebijakan strategis. 

(6) Pemantauan dan Evaluasi Rencana Induk SPBE dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
komunikasi dan informatika. 
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Bagian Kedua 
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Pasal4 

(1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf b 
disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE N asional dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 

(2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk 
jangka waktu: 
a. 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan sesuai dengan 

jangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Menenga h Daerah; atau 
b. Ku rang dari 5 (lim a) tahun ap abila Arsitektur SPBE ditetapkan pada 

sa a t tahun berjalan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Da erah. 
(3) Arsitektur SPBE dilakukan reviu pa da paruh waktu dan tahun terakhir 

pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. 
(4) eviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dila kukan 

b rda sarkan: 
a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional; 
b. h a sil pemantauan dan evaluasi SPBE; 
c. perubahan pada unsur SPBE sebagaim ana dimaksu d dalam asal 2 

ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; 
d . perubahan Rencana Pembangun a n Jangka Menengah Daera h ; 
e. kebutuhan daerah; atau 
f. perkembangan keadaan. 

(5) Re 'u Arsitektu r SPBE s ebagaimana dimaksud pada aya t (4 ) dilaku an oleh 
Peran gkat Da erah yang m enyelenggarakan urusan pemerintahan i bidang 
kom u nikasi dan inform a tika . 

Bagian Ketiga 
Peta Rencana Sis tem Pemer intahan Berbasis Elek tron ik 

Pasal 5 

(1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf c 
disusun d engan berpedoma n pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur 
SPBE, Rencana Pemban gunan J angka Menengah Daerah, dan renCana 
strategis Pemerintah Daerah. 

(2) Peta Rencana SPBE sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perencanan pembangunan daerah s etelah berkoordinasi dengan Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
komunikasi dan in formatika. 

(3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk 
jangka waktu 5 (lima) tahun dalam bentuk program dan/atau kegiatan 
SPBE dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan 
penerapan SPBE. 

(4) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 
a. Tata Kelola SPBE; 
b. Manajemen SPBE; 
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c. Layanan SPBE; 
d. Infrastruktur SPBE; 
e. Aplikasi SPBE; 
f. Keamanan SPBE; dan 
g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

(5) Peta Rencana SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir 
pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. 

(6) Reviu Peta Rencana SPBE' sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan 
berdasarkan: 
a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional; 
b. perubaha n rencana strategis Pemerintah Daerah; 
c. perubahan Arsitek tu r SPBE; a tau 
d . h a sil pemantauan dan evaluasi SPBE. 

(7) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaim ana dimaksud pada ayat (6) dil kukan 
leh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang perencanan pembangunan da erah. 

Bagian Keempat 
Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Pasal 6 

(1) Ren cana dan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 
huruf d disu sun sesuai den gan proses perencanaan dan pen ganggaran 
tahu n an pemerintah daerah dalam bentuk inventarisasi kebutuhan 

anggaran SPBE. 
(2) Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana dimaks d pada 

ayat ( 1) dila ksanakan oleh Perangkat Daerah yang m enyelen ggarakan 
uru a n pem erintahan di b idang p erencanan pembangunan da erah dan 
Perangkat Daerah yang m enyelen ggarakan u rusan pemerintahan di bidang 
keuanga n setelah berkoordinasi den ga n Peran gkat Daerah yang 
menyelen ggarakan u rusan pemerin tahan di bidang kom u nikasi dan 
informatika. 

(3) Penyusun an Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana dim aksud pada 
ayat (2) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebu tuhan anggaran 
SPBE dari seluruh Perangkat Daerah dan diselaraskan dengan Arsitektur 
SPBE dan Peta Rencana S PBE. 

Bagian Kelima 
Proses Bisnis 

Pasal 7 

(1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf e 
bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan 
informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan 
SPBE. 

(2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh unit kerja 
yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tat a laksana yang 
berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
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pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika serta kementerian 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. 

Bagian Keenam 
Data dan Informasi 

Pasal8 

(I) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf f 
mencakup semua jenis data dan informasi yang diperoleh dari masyarakat, 
pelaku usaha , danl atau pihak lain. 

(2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d iintegrasikan 
dalam bentuk sis tem e1ektron ik oleh Perangkat Daerah yang 
m enye1enggarakan urusan pemerintahan di bidang komu nika si dan 
informatika. 

(3) en gintegrasian Data dan Inform a si dalam bentuk sistem elektronik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan 
s andar interoperabilitas Data dan Informasi sesuai dengan ketentuan 
p ratu ran perundang-undangan. 

(4) Pen gintegrasian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
h arus menjamin keam anan, kerahasiaan, keutuhan, keaslian , dan 
ken irsangkalan Data dan Informa s i sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undan gan. 

Bagian Ketujuh 
In frast ruktur Sistem Pemerintrahan Berbasis Elektronik 

Paragraf 1 
Um um 

Pasal9 

(1) Infrastruk tur SPBE terdiri ata s: 
a. J arin gan Intra Pemerintah Daerah; dan 
b. Sistem Penghubu ng layanan. 

(2) Jaringan Intra sebagaima na dimaksud pad a ayat (1 ) huruf merupakan 
jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra 
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. 

(3) Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem 
Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk 
melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau 
Pemerintah Daerah. 

Paragraf2 
Infrastruktur Sistem Pemerintrahan Berbasis Elektronik 

Pasal10 

(1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf g 
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan 
integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE. 
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(2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara 
bagi pakai. 

(3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE hams didasarkan 
pada Arsitektur SPBE. 

(4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 

Bagian Kedelapan 
Aplikas i Sistem Pemerin tahan Berbasis Elektronik 

Paragraf 1 
Um um 

Pasal 11 

(1) p likasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 h u ruf h 
digunakan oleh Perangkat Daerah u n tuk memberikan Layanan SPBE. 

(2) Ap likasi SPBE sebagaim ana dimaks u d pada ayat (1 ) terdiri dari: 
a . Aplikasi Umum; dan 
b. Aplikasi Khusus. 

(3) Pem bangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE men gutamakan 
pen ggun aan k ode sumber terbuka. 

(4} Pem bangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dim aksud 
pada ayat (3) dilakukan berdasarakan siklus yang terdiri dari: 
a. perencanaan; 
b. a n alisis; 
c. desain; 
d. im plemen tasi; dan 
e. emerlih araan. 

(5) Sikl s pemban gunan dan pengem b angan aplikas i sebagaim ana imaksud 
pada ayat (4) secara terpadu dikoor dinasikan dan dik on su ltasika n kepada 
Perangk a t Daerah yang menyelen ggarakan u rusan pem erintahan di bidang 
komunika s i dan in formatika. 

Paragraf 2 
Aplikasi Umu m 

Pasal12 

(1) Aplikasi Umum sebagaimana dim aksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a 
wajib digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 
Daerah. 

(2) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan 
dikembangkan berdasarkan pada: 
a. Arsitektur SPBE Nasional; 
b. Rencana Induk SPBE Nasional; dan 
c . standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi 

Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada 

repositori Aplikasi SPBE. 
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(4) Repositori Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
komunikasi dan informatika. 

Pargaraf 3 
Aplikasi Khusus 

PasalI3 

(I) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b 
dapat dilakukan pembangunan dan pengembangan oleh Pemerintah 
Daerah. 

(2) Pembangun an dan pengembangan Aplikasi Khusus seba gaim ana dimaksud 
p a da ayat (I) didasarkan pada Arsitektur SPBE. 

(3 Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana im aksud 
a da ayat (2) h arus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangu an 

dan pengembangan Aplikasi Khusus. 
(4) Ap lika si Khusus dapat digunakan oleh seluruh Perangkat D erah di 

lingkun gan Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan dan 
rek omendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan rusan 
pem erintahan di bidang komunikasi dan in formatika. 

Pa sal 14 

(I) Web site Pemerintah Daerah merupakan situs resmi Pem erin ah Da erah di 
Internet dalam rangka menyampaikan informasi peny lenggaraan 
pem erin tahan, pembangunan dan pembinaan so sial kema yarakatan 
kepa da masyarakat serta portal layanan a plikasi berbasis website 
Pem erintah Daerah. 

(2) Website Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikembangkan, d ik elola, dan disosialisasikan oleh Perangkat Da rah yang 
menyel nggarakan urusan p emer intahan di bidang k omun ikasi dan 
inform atika. 

(3) Perangkat Daerah dapat mem bangun Website tersen diri dengan 
menggunakan Su b Domain Tasikmalayakab.go.id yang dalam 
pelaksanaan nya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pem erintahan di bidang komunikasi dan 
informatika. 

Bagian Kesem bilan 
Keamanan Sistem Pemerin tahan Berbasis Elektronik 

Pasa115 

(I) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf i 
terdiri atas: 
a. keamanan data dan informasi; 
b. keamanan Infrastruktur SPBE; dan 
c. keamanan Aplikasi SPBE. 
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(2) Pelaksanaan terhadap Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) mencakup: 
a. penjaminan kerahasiaan; 
b. penjaminan keutuhan; 
c. penjaminan ketersediaan; 
d. penjaminan keaslian; dan 
e. penjaminan kenirsangkalan. 

(3J Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2J huruf a 
dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan 
pengendalian keamanan lainnya. 

(4) Penjamin an keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. 

(5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) h ruf c 
dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. 

(6) Penjaminan keaslian sebagaim ana dimaksud pada ayat (2) huruf d 
d · a kukan m elalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. 

(7J P njaminan kenirsangkalan (nonrepudiationJ sebagaimana dimaksu d pada 
aya t (2) huruf e dilakukan melalu i penerapan tanda tangan digita l dan 
jaminan pihak ketiga terpercaya m elalui penggunaan sertifikat digita l. 

Pasal16 

(1) Setiap Perangkat Daerah harus m enerapkan Keamanan SPBE. 
(2) Dalam m enerapkan Keamanan SPBE Perangkat Daerah dapat melakukan 

ko sultasi dan/ atau koordinasi dengan Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan u rusan pemerintahan di bida ng persandian dan kepala 
lembaga yan g menyelen ggarakan tugas pem erintahan di bidang keamanan 
sib r. 

(3) Penyelesaia n permasalahan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan sesu ai dengan ketentuan p eraturan perundang­
undangan. 

Bagian Kesepuluh 
Layanan Sistem Pemerin tahan Berbasis Elektronik 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal17 

(1) Layanan SPBE sebagaimana d imaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf j terdiri 
dari: 
a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan 
b. layanan publik berbasis elektronik. 

(2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana 
dimaksud pad a ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang 
mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan 
kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah. 

(3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan 
pelayanan publik Pemerintah Daerah. 
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Paragraf2 
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Pasal18 

(1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang 
mendukung kegiatan di bidang: 
a. perencanaan; 
h. penganggaran; 
c. keuangan ; 
d. penga daan barang dan jasa; 
e. kepegawaian; 
f. kearsipan; 
g. pengelolaan barang milik negara; 
h . pengawasan; 
1. a kuntabilitas kinerja; dan 
j . layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerin tahan. 

(2} L yanan administrasi pemerintahan ber basis elektronik sebagairnana 
dimaksud padan ayat (1) d iterapkan dengan pembangunan dan 
pen gembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pa al12. 

Para graf 3 
Layanan Publik Berbasis Elektronik 

Pasal 19 

(1) La anan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
aya t (I) huruf b melipu ti layanan yang mendukung kegiatan di sek tor: 
a. pendidika n; 
b. pe gaJaran; 
c. pekerjaan dan u saha; 
d. tem pat t in gga l; 
e. kom nikasi dan informa s i; 
f. lingkungan h idup; 
g. kes hatan; 
h. jaminan s osial energi; 
1. perbankan; 
J. perhubungan; 
k. sumber daya alam; 
1. pariwisata; dan 
m. sektor strategis lainnya sesuai d en gan kebutuhan pelayanan publik. 

(2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum 
se bagaimana dimaksud dalam Pasal 12. 

Paragraf 4 
Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Pasal 20 

(1) Integrasi Layanan SPBE merupakan 
menyatukan beberapa Layanan SPBE ke 
Layanan SPBE. 

proses menghubungkan dan 
dalam satu kesatuan alur kerja 
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(2) Integrasi Layanan SPBE sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
berdasarkan pada Arsitektur SPBE. 

(3) Pelaksanaan integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) 
dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 

BAB III 
MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK 

Pasal21 

(1) Manajemen SPBE m eliput i: 
a. man ajem en risiko; 
b. m anajemen keamanan informasi; 
c . m anajemen data; 
d . manajemen aset teknologi informa si dan komunikasi; 
e . m anajemen sumber daya manu s ia; 
f. m anajemen pengetahuan; 
g. rnanajernen perubahan; dan 
h . m anajemen Layanan SPBE. 

(2) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berpedoman pada Standar N asional Indon esia . 

(3) Dalam h a l Sta ndar Nasional In d onesia sebagaim ana dimaksud pada ayat 
(2) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpe oman pada 
Standar Internas ional. 

BABIV 
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

Pasal22 

(1) Dala m ran gka m emas tikan kehandalan dan keamanan sistem Teknologi 
Inform asi dan Komu nika si di lingkun gan Pemerintah Daerah perlu 
dilakukan Au dit Tekn ologi In formasi dan Kom u nika si s ecara berkala. 

(2) Audit Teknologi In form a si dan Komunikas i s eba gaim ana dim a ksud pada 
ayat (1 ) terdiri a tas: 
a. audit Infra strutu r SPBE; 
b. audit Aplikasi SPBE; dan 
c . audit Keamana n SPBE. 

(3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan dengan melakukan 
pemeriksaan hal pokok teknis pada: 
a . penerapan tatakelola dan m anaJemen teknologi informasi dan 

komunikasi; 
b. fungsionalitas Teknologi Informasi dan Komunikasi; 
c . kinerja Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dihasilkan; 

dan 
d. aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi lainnya. 

(4) Audit Teknologi Informasi dan Kornun ika s i sebagaimana d imaksud pa d a 
ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi 
dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi 
Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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(5) Dalam rangka pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan 
informatika bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pengawasan melakukan audit internal 
paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya. 

BABV 
PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK 

Pasal 23 

Penyelenggara SPBE terdiri atas: 
a . Tim Asesor Internal; dan 
b. Tim Koordinasi. 

Bagian Kesatu 
Tim Asesor Internal 

Pasal 24 

(1) Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a 
ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Tim Asesor Internal sebagaimana dim aksud pada ayat (1) terdiri ta : 
a. Koordinator Sekretaris Daerah. 
b. Penanggun g Kepala Dinas Perhubungan, Komun ikasi dan 

J awab Informasi. 
c. Anggota Pejabat Adminis trator, Pejaba t Pengawas, Pejabat 

Fungsional disesuaikan dengan kebutuhan. 
d. Pelaksa n a Pejabat Ad ministrator, Pejabat Pengawa , Pejabat 

da ta entry Fungsion al disesuaikan dengan kebut han. 
(3) Tim Asesor Internal sebagaimana dim aksu d pada ayat (2) m empu nyai tugas 

mem ber ikan pen ilaian m andir i dan memberikan du kun gan kepada 
Perangkat Daerah dan/ atau Un it Kerja dalam pelaksanaan pemantauan 
dan evaluasi SPBE . 

(4) Dalam m elaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim 
Asesor Internal melaksanakan fungsi: 
a. penyusun an dan penyiapan instrumen p enilaian mandiri; 
b. pengumpulan bukti pendukung instrumen penilaian mandiri; 
c . pelaksanaan evaluasi atas dokumen, wawancara, dan/ atau observasi 

lapangan pada proses evaluasi; 
d. penilaian mandiri terhadap j awaban, penjelasan dan bukti pendukung 

yang diberikan oleh responden; dan 
e. penyusunan dan penyampaian laporan. 

Bagian Kedua 
Tim Koordinasi 

Pasal25 

(1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b ditetapkan 
oleh Bupati untuk meningkatkan keterpaduan dalam seluruh proses 
penyelenggaraan SPBE di Daerah. 
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(2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati. 

(3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 
a. Ketua Sekretaris Daerah. 
b. Wakil Ketua Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. 
c. Anggota Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat 

Fungsional disesuaikan dengan kebutuhan. 
d. Sekretariat Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat 

Fungsional disesuaikan dengan kebutuhan. 
(4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pa da ayat (3) mempu nyai tugas: 

a. mengendalikan, mengarahkan, memantau, dan m engevaluasi 
pelaksanaan SPBE seluruh Perangkat Daerah; dan 

b. m elakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Provinsi danl atau 
Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas I stansi 
Pusat dan Pemerintah Daerah. 

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , Tim 
Koard inasi SPBE melaksanakan fun gsi: 
a . p n goordinasian kebijakan penerapan SPBE; 
b. pengoordinasian layanan pemerintahan; 
c. pengoordinasian SPBE dengan Pemerintah Pusat dan Pem erintah 

Daerah lain; 
d. pengoordinasian Integrasi proses bisnis; 
e. pengelolaan arsitektur bisnis; 
f. pengelolaan Layanan SPBE; 
g. p engoordin a sian pen ganggaran SPBE; 
h. pengelolaan Arsitektur SPBE; 
1. pengoordinasian pembangunan Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi 

Informasi dan Komunikasi; 
J. pen erapan keamanan SPBE; 
k. pelaksanaan aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dan lay nan; 
1. wali data; 
m. pengoordina sian perencanaan SPBE; dan 
n. pengoordinasian Tata Kelola Dat a dan Manajemen Data. 

BABVI 
PENDANAAN DAN PENGANGGARAN 

Pasal 26 

Pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPBE dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pasal27 

Setiap Perangkat Daerah dapat mengalokasikan anggaran yang diperlukan 
untuk mendukung penyelenggaraan SPBE dengan berkoordinasi terlebih 
dahulu dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 
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BAB VII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasa128 

Ketentuan mengenru unsur-unsur SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit 
Teknologi Informasi dan Komunikasi diatur dalam Peraturan Bupati 
tersendiri. 

BAB VIII 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 29 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 51 
Tahun 20 20 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elekt nik 
(Berita Daerah Kabupa ten Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 51), sebagaiman a 
telah d i bah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 ten ta ng 
Perub h an atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabu paten 
Tasikm alaya Tahun 2021 Nomor 27) d icabut dan dinyatakan berlaku. 

Pasal 30 

Peraturan Bu pati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengun angan 
Peraturan Bupati Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal April 2 22 

MO 

Ditetapkan di Sin gaparn a 
ada tanggal 6 April 2.22 

~==~ P, 
SIKMALAYA, 

GIANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 69 
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